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KEMENDIKBUD. Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala
sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28
Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah /Madrasah sudah tidak sesuai dengan dinamika
perkembangan  pengelolaan  pendidikan  nasional,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk
memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang
meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak
luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar
biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah
menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah
menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan
(SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau
Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah
penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk
memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan
keterampilan dalam memimpin sekolah.

Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan adalah
program dan kegiatan peningkatan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang
dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan
berkesinambungan  terutama  untuk  peningkatan
manajemen, pengembangan  kewirausahaan, dan
supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Dinas Provinsi adalah dinas yang bertanggungjawab di

bidang pendidikan di wilayah provinsi.
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10.

11.

(1)

Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan di daerah
kabupaten /kota.

Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya
disebut SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal
yang diselenggarakan di luar negeri.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang
menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
bertanggungjawab dalam pembinaan Guru dan tenaga

kependidikan di lingkungan Kementerian.

BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana
(S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi
dan program studi yang terakreditasi paling rendah
B;

b. memiliki sertifikat pendidik;

c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat
paling rendah Penata, golongan ruang IlI/c;

d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun
menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing,
kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar
paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;

e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan
sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun

terakhir;
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memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang
relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua)
tahun;

sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan
surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang
dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah
menjadi terpidana; dan

berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun
pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala

Sekolah.

(2) Calon Kepala Sekolah di SILN selain memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan khusus sebagai berikut:

a.
b.

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,;

memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun
berturut-turut sebagai Kepala Sekolah;

sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah atau masyarakat;

menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara
tempat yang bersangkutan akan bertugas baik lisan
maupun tulisan; dan

memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni

dan budaya Indonesia.

Pasal 3

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala

Sekolah di daerah Kkhusus, persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dapat

dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I,

golongan ruang III/b; dan



